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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor  1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata

dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan

oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di  Kabupaten Madiun, dalam

hal  ini  memberikan  kuasa  khusus  kepada  Sigit  Haryo

Wibowo,  S.H.,,  dan  Rekan,  Advokat  dari  PERADI  yang

berkantor  di  Jl.Diponegoro No.  11 B Kelurahan Bangunsari

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun,  berdasarkan surat

kuasa khusus, tanggal 09 Oktober 2020, yang telah terdaftar

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun

Nomor  1140/AD/1587/G/2020  tanggal  23  November  2020,

Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI  , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Kota  Madiun,  Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara : 

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; 

TENTANG DUDUK PERKARA
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 Menimbang  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat  yang  telah

didaftar   di   Buku   Register   perkara   di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Kabupaten  Madiun  tanggal  23  November  2020  dengan  Nomor

1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat   mengajukan hal-

hal sebagi berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tanggal  16  September  2003  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam Buku

Register Nikah Nomor: 826/79/IX/2003, tertanggal 16 September 2003;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami  istri di rumah sendiri  Jl. Prajuritan Gg. Sekolahan No. 2 B,

RT/RW.14/05, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Maguharjo, Kota Madiun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai  1

orang anak kadung, yang lahir dan diberi nama :

1 Nama :
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 24 Desember 2003
Sekarang tinggal dan diasuh 

oleh 

: Dengan kakek dan Neneknya di 

Jepara
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-

baik saja,  mulai  muncul  perselisihan sejak sekira awal tahun 2004, yang

disebabkan karena : 

a. Tergugat  kurang  bertanggungjawab  terhadap  ekonomi

keluarga, serta memiliki  sifat  temperamental, dalam urusan-urusan

yang  sederhana  selalu  menyulut  amarah  Tergugat  sehingga

persoalan kecil dapat menjadi besar;

b. Tergugat  tidak  pernah  memperhatikan  dan  menganggap

Penggugat sebagai istri ketika di rumah.

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin

hari  semakin  tidak  bertambah  baik,  dengan  tidak  berubahnya  sifat-sifat

Tergugat  terhadap  Penggugat,  walapun  Penggugat  sudah  seringkali
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berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak

juga Tergugat merubah sifat dan perangainya;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

sejak sekira tahun 2005, terjadi  perselisihan yang cukup berat sehingga

Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya yaitu

di  Ds.  Tulungrejo,  RT/RW.  01/01,  Kecamatan  Tulungrejo,  Kabupaten

Madiun,  sampai  gugatan  ini  diajukan,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa Penggugat telah  berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  melalui  keluarganya,  namun  upaya

tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat

telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya

dengan  Tergugat,  hingga  kehilangan  rasa  cinta  dan  kasih  sayangnya

kepada Tergugat;  

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit  dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang berbunyi : ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” tidak lagi dirasakan oleh

Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  permohonan

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas

dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal

19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975 Jo.  Pasal  116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
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Berdasarkan  atas  alasan  –  alasan  tersebut  diatas,  mohon  kepada  Yth.  Ketua

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun  atau  Yth.  Majelis  Hakim  Pemeriksa

Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;

2. Menyatakan  menurut  hukum  bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in

Sughro Tergugat terhadap Penggugat ; 

3. Membebankan  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku. 

 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

kuasanya  telah  nyata  hadir  menghadap  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  kuasa  dan  atau  wakilnya,  meskipun  untuk  itu

Tergugat   telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dengan  relaas  Nomor

1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn,   tanggal  25  November  2020  yang  dibacakan  di

depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak

hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa,oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati

Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  menggugat  cerai  Tergugat  dan  tetap

tabah  meneruskan  rumah  tangga  bersama  Tergugat,  demikian  pula  kepada

Tergugat,  yang  ternyata   Penggugat  dapat  menerima  nasehat  tersebut  dan

menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  perkara  dalam  persidangan  lebih

lanjut  telah  dicatat  dalam  berita  acara  yang  bersangkutan,  dan  untuk

mempersingkat  penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan   Penggugat   adalah

sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat   telah  dapat  menerima  nasehat  Majelis

untuk  tetap  sabar  meneruskan  membina  rumah  tangganya,  selanjutnya

Penggugat  mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat   untuk mencabut perkaranya

diajukan  sebelum  pemeriksaan  perkara  ini  memasuki  tahap  jawab  menjawab

sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  271  Rv,  gugatan

Penggugat   untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan ketentuan pasal  89  Undang-Undang

No.7  Tahun  1989,  maka semua biaya perkara  yang timbul  akibat  diajukannya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat  ;

Mengingat  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan

perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp406000,00 ( empat ratus enam ribu ); 

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 08 Desember

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami

Drs. H. Basyirun,  M.H.,  sebagai  Ketua Majelis,  H. Suharno, S.Ag. dan  Iqbal

Kadafi,  S.H.,  M.H. sebagai  Hakim-hakim Anggota,  putusan tersebut  dibacakan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh  Hakim-
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hakim Anggota,  dibantu oleh  Panitera Pengganti,  sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.
Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :
1. PNBP

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P
dan T

Rp. 20.000,00

c. Redaksi Rp. 10.000,00
d. Cabut Rp. 10.000,00

2. Biaya proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 255.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp. 0,00
5. Meterai Rp. 6000,00

JUMLAH Rp. 406.000,00
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